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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai akar masalah kemiskinan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pandangan 

dunia advokasi/partisipatoris, metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Informan 

penelitian ditentukan dengan teknik purposive dan snowball sampling. Informan terdiri dari nelayan, 

penyuluh perikanan, pendamping PKH, pejabat politik/struktural dan peneliti/akademisi. Data diambil 

dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan Nvivo. Hasil penelitian 

menemukan bahwa masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir sangat kompleks. Terdapat 

tiga masalah utama pengentasan kemiskinan yang telah diidentifikasi. Tiga masalah utama tersebut 

adalah masalah alam dan lingkungan, masalah kebijakan dan masalah individu nelayan. Masalah alam 

dan lingkungan ini menjadi masalah pertama yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah pesisir 

karena mayoritas mereka adalah nelayan tradisional. Nelayan tradisional pendapatannya sangat 

tergantung pada hasil tangkapan ketika melaut. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan ekosistem 

laut yang sudah rusak parah mengakibatkan  masyarakat pesisir menjadi kantong-kantong kemiskinan. 

Keberadaan kapal trawl yang terus beroperasi, limbah industri dan sampah plastik yang berada di laut 

merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan/ekosistem laut. Masalah kebijakan merupakan 

masalah yang paling krusial dalam mempengaruhi keberhasilan program pengentasan kemiskinan. 

Masalah kebijakan terdiri dari tiga dimensi yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi, sedangkan 

masalah individu ini terdiri dari enam variabel yaitu alat tangkap, nilai-nilai budaya, manajemen 

keuangan, motivasi hidup, dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan titik ungkit untuk 

mengatasi masalah individu yang melekat pada nelayan. Untuk menyelesaikan masalah pengentasan 

kemiskinan di wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif sampai ke akar masalahnya dan 

mengoptimalkan treatment pada titik ungkit  penyelesaian masalah. 

 

Kata Kunci : Pengentasan Kemiskinan; Kemiskinan Pesisir; Masalah Kemiskinan; Kemiskinan 

       Indonesia 
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Abstract 

 

This research delves into the root causes of poverty in Bengkulu City's coastal areas, employing an 

advocacy/participatory worldview and qualitative methods. Informants, including fishermen, 

fisheries officers, Conditional Cash Transfer facilitators, officials, and researchers, were selected 

through purposive and snowball sampling. Data were gathered through interviews, observations, 

and documentation analyzed using Nvivo. Findings highlight the complexity of poverty alleviation, 

revealing three main issues. Environmental challenges linked to unfavorable weather and damaged 

marine ecosystems contribute to poverty pockets. Environmental degradation is caused by trawl 

boats, industrial waste, and plastic pollution. Policy problems pose a significant barrier to poverty 

alleviation success, covering formulation, implementation, and evaluation dimensions. Six 

individual variables, such as fishing gear and education level, influence poverty issues. Education 

emerges as a critical leverage point for addressing particular challenges. A comprehensive approach 

targeting root causes and leveraging critical points is essential for effective poverty alleviation in 

coastal areas. 

 

Key Words: Poverty Alleviation; Coastal Poverty; Issues of Poverty; Indonesian Poverty 

 

A.   Pendahuluan  

Di usia kemerdekaan yang ke-78 

pada tanggal 17 Agustur 2023, cita-cita 

kemerdekaan bangsa Indonesia 

sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 

belum sepenuhnya dinikmati oleh 

seluruh rakyat Indonesia. Hal ini 

dibuktikan oleh jutaan rakyat Indonesia 

yang masih berada dalam jurang 

kemiskinan. Badan Pusat Statistik 

Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023) 

mencatat bahwa angka kemiskinan di 

Indonesia pada September 2022 adalah 

9,57% atau 26,36 juta jiwa. Angka 

kemiskinan tersebut meningkat 0,03 

persen atau 0,20 juta orang jika 

 
2 

dibandingkan pada Maret 2022.  

Bengkulu merupakan salah satu 

Provinsi di Indonesia yang terletak di 

pulau Sumatera menjadi buah bibir 

ketika menjadi provinsi termiskin ke-7 

di Indonesia dan provinsi termiskin ke-

2 di Sumatera pada tahun 2022. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (Badan Pusat Statistik, 2023) 

diketauhi bahwa penyumbang 

kemiskinan terbesar di Provinsi 

Bengkulu adalah Kota Bengkulu 

dengan persentase sebesar 19,99%. Saat 

ini jumlah penduduk miskin yang 

terdata di Kota Bengkulu sebesar 59, 43 

ribu atau 15,73% dari jumlah 

penduduknya.  
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Merujuk pada data kemiskinan di 

atas, jelas bahwa kondisi ini sangat 

disayangkan karena pemerintah sudah 

mengimplementasikan berbagai 

program pengentasan kemiskinan 

seperti Program Keluarga Harapan, 

Program Bantuan Langsung Tunai dan 

Non Tunai, Program Kartu Indonesia 

Pintar, Program Kartu Indonesia Sehat, 

dan Program Bedah Rumah (Putra & 

Abbas, 2019). Penelitian (Putra, 2020) 

menemukan bahwa program-program 

pengentasan kemiskinan tersebut belum 

berhasil memberikan dampak kebijakan 

yang diinginkan karena terdapat 

beberapa hambatan dalam tataran 

implementasi baik yang disebabkan 

oleh substansi kebijakan maupun yang 

disebabkan oleh implementasi 

kebijakan itu sendiri. 

Kondisi ini menjadi lebih ironis 

karena kemiskinan ekstrem di 

Indonesia terkonsentrasi di wilayah 

pesisir. Kompas ID tangal 26 Januari 

2023 (Indraswari, 2023) melaporkan 

bahwa dari target penurunan 

kemiskinan ekstrem di 212 

kabupaten/kota pada 2022, sebanyak 

69,3 % merupakan berada di wilayah 

pesisir. Total jumlah penduduk miskin 

ekstrem di wilayah pesisir Indonesia 

adalah sebanyak 1,3 juta penduduk atau 

12,5 persen dari total penduduk miskin 

ekstrem di Indonesia. Berdasarkan hasil 

temuan pra penelitian, diketauhi bahwa 

kemiskinan ekstrem di Kota Bengkulu 

juga terkonsentrasi di wilayah pesisir.  

Indonesia memiliki potensi 

kekayaan laut mencapai Rp 19.840 

triliun (Yanwardhana, 2022) 

seharusnya bisa menjadi kekuatan 

ekonomi Indonesia dan masyarakat 

pesisir yang sebagian besar 

menggantungkan hidupnya dari hasil 

laut dapat hidup lebih sejahtera apabila 

potensi kekayaan laut tersebut 

dimanajemen dengan baik dan 

kebijakan pengentasan kemiskinan 

diredesain dengan menggunakan 

pendekatan yang berbeda. Namun 

demikian, program-program 

pengentasan kemiskinan harus terus 

didukung dan didorong menjadi 

prioritas pembangunan karena 

pengentasan kemiskinan tidak hanya 

soal angka statistik jumlah penduduk 

miskin, tetapi merupakan amanat dari 

konstitusi yang tertuang pada pasal 27 

ayat 2, pasal 33 ayat 3 dan pasal 34 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia. 

 Ada banyak penelitian yang 

membahas tentang pengentasan 

kemiskinan. Berdasarkan hasil 

penelusuran 500 artikel dengan kata 

kunci “Poverty Reduction” pada tahun 

2018-2023 menggunakan aplikasi 

Publish or Perish dan Vosviewer 

diketauhi bahwa penelitian tentang 

penanggulangan kemiskinan terbagi ke 

dalam lima kluster penelitian. Pertama, 

penelitian penelitian yang 

mengeksplorasi, mendeskripsikan dan 

menganalisis kemiskinan dan 

ketimpangan (lihat penelitian-

penelitian (Baloch et al., 2020; Huynh 

& Nguyen, 2020; Kousar et al., 2019; 

Luo et al., 2020; Oviedo-García et al., 

2019; Pan et al., 2020; Ullah et al., 

2021; Wan, Hu, et al., 2021; Wan, 

Wang, et al., 2021).) Kedua, penelitian-

penelitan yang mengelaborasi, 

menganalisis, dan mengevaluasi 

pengentasan kemiskinan rumah tangga 

(lihat penelitian-penelitian (Azeem et 

al., 2019; Eyasu, 2020; Islam & Alam, 

2018; Li et al., 2022; Liu et al., 2021; 

Mustapa et al., 2018; Sharma et al., 

2019; Su et al., 2021; Wang et al., 

2021).) Ketiga, penelitian-penelitian 

yang membahas hubungan dan peran 

pemerintah terhadap pengentasan 
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kemiskinan (lihat penelitian-penelitian 

(Anderson et al., 2018; Chowdhury & 

Willmott, 2019; Forestier & Kim, 2020; 

Kang et al., 2021; Omodero, 2019)) 

Keempat, penelitian-penelitian yang 

membahas pengentasan kemiskinan 

dalam perspektif SDGs (Sustainable 

Development Goals) (lihat penelitian-

penelitian (Asadullah et al., 2020; 

Dawson et al., 2019; de Jong & Vijge, 

2021; Halisçelik & Soytas, 2019; 

Khoshnava et al., 2019; Schleicher et 

al., 2018).) Kelima, penelitian-

penelitian yang mendeskripsikan dan 

mengevaluasi inklusi keuangan dalam 

upaya pengentasan kemiskinan (lihat 

penelitian-penelitian (Asadullah et al., 

2020; Dawson et al., 2019; de Jong & 

Vijge, 2021; Halisçelik & Soytas, 2019; 

Khoshnava et al., 2019; Schleicher et 

al., 2018).) Untuk lebih jelasnya lihat 

gambar di bawah ini: 

 Gambar A.1  

Network Visualization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meskipun sudah banyak penelitian 

yang membahas tentang pengentasan 

kemiskinan tersebut, namun sayangnya 

jumlah penelitian yang membahas 

pengentasan kemiskinan dari perspektif 

kebijakan publik maupun pengentasan 

kebijakan yang berbasis Collaborative 

Governance masih sangat terbatas. Hal 

ini dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa 

topik riset tentang kebijakan publik dan 

Collaborative Governance tidak 

ditemukan. Hal ini sangat disayangkan 

karena semua upaya pengentasan 

kemiskinan yang dilakukan oleh 

pemerintah selalu berkaitan dengan 

kebijakan publik, sehingga sangat 

diperlukan penelitian penelitian yang 

bertujuan untuk menilai kinerja 

kebijakan atau untuk meredesain model 

kebijakan pengentasan kemiskinan 

dengan pendekatan yang berbeda. 

 Penelitian-penelitian yang sudah 

membahas tentang pengentasan 

kemiskinan di Indonesia seperti 

penelitian- penelitian (lihat penelitian 

(Dewi et al., 2018; Feriyanto et al., 

2020; Majid et al., 2019; Marsinta et al., 

2020; Nansadiqa et al., 2019; Nursini, 

2020)). Para peneliti terdahulu lebih 

banyak membahas masalah kemiskinan 
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dari perspektif ekonomi dengan basis 

penelitian kuantitatif, padahal 

kemiskinan itu adalah masalah 

multidimensi yang memerlukan 

pendekatan penelitian yang lain. Salah 

satu penelitian yang melihat masalah 

kemiskinan dari perspektif kebijakan 

publik adalah penelitian Putra (Putra, 

2020; Putra & Abbas, 2019). Penelitian 

tersebut mengharapkan ada penelitian 

lanjutan yang dapat mengeksplorasi 

masalah kemiskinan di daerah yang 

lain.  

 

Gambar A.2 

Overlay Visualization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Sumber: Vosviewer, 6 April 2023 

Gambar A.2 di atas menjelaskan 

bahwa penelitian tentang program 

pengentasan kemiskinan banyak 

dilakukan pada tahun 2019. Hal ini 

sangat disayangkan karena upaya 

pengentasan kemiskinan akan 

dipengaruhi oleh program pengentasan 

kemiskinan sehingga penelitian tentang 

pengentasan kebijakan dari perspektif 

kebijakan publik pada tahun 2023 

masih sangat diperlukan khususnya di 

Kota Bengkulu yang masalah 

kemiskinannya belum terkendali. 

 

Definisi Kemiskinan 

Kemiskinan, sebagai fenomena 

multidimensional, telah didefinisikan 

dalam berbagai konteks dan perspektif. 

(Sen, 2001) memperluas pemahaman 

tentang kemiskinan tidak hanya sekadar 

ketidakmampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti 

sandang, pangan dan papan yang 

diakibatkan oleh kecilnya pendapatan, 

akan tetapi menekankan pada 

aksesibilitas terhadap peluang dan 

sumber daya. (Sachs, 2005) 

menemukan bahwa terdapat hubungan 

yang erat antara kemiskinan dan 

pembangunan berkelanjutan, dia 

menggarisbawahi bahwa perlunya 

pendekatan holistik untuk mengatasi 
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masalah kemiskinan. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kemiskinan 

a) Pendidikan dan Pelatihan 

Keterampilan. Keterkaitan antara 

pendidikan, keterampilan, dan 

kemiskinan telah menjadi fokus 

perhatian (Schultz, 2022); 

(Becker, 2005)). Pendidikan yang 

berkualitas tinggi memainkan 

peran kunci dalam membuka 

peluang pekerjaan dan 

meningkatkan mobilitas sosial. 

b) Ketidaksetaraan Ekonomi. 

(Atkinson, 2003) dan (Piketty, 

2014) melakukan analisis yang 

terhadap dampak ketidaksetaraan 

ekonomi dengan kemiskinan. 

Studi ini membahas peran 

kebijakan redistribusi dan 

pengaruh ketidaksetaraan pada 

kesempatan ekonomi bagi 

kelompok rentan. Mereka 

menyatakan bahwa 

ketidaksetaraan ekonomi 

memberikan dampak yang 

signifikan terhadap masalah 

kemiskinan.  

c) Akses Terhadap Sumber Daya. 

(Deaton, 2010) meneliti dampak 

akses terhadap sumber daya, 

penelitiannya menyoroti 

pentingnya distribusi tanah, air, 

dan modal finansial dalam 

membentuk struktur kemiskinan 

di berbagai konteks global. 

d) Kesehatan dan Kemiskinan. 

Hubungan antara kesehatan dan 

kemiskinan ditinjau oleh studi 

(Wilkinson, 2003), yang 

menunjukkan bahwa 

ketidaksetaraan kesehatan dapat 

memperkuat dan 

mempertahankan lingkaran 

kemiskinan. 

 

Konteks Lokal dan Kultural 

Analisis konteks lokal dan kultural, 

sebagai aspek penting penelitian 

kemiskinan, dapat ditemukan dalam 

karya-karya antropologi seperti 

(Geertz, 2000) dan (Appadurai, 2004). 

Studi ini menemukan bahwa nilai 

budaya dan struktur sosial lokal dapat 

memengaruhi persepsi dan pengalaman 

kemiskinan. 

 

Pemikiran Feminis dan Kemiskinan 

Pemikiran feminis, seperti yang 

ditemukan dalam karya (Fraser, 2009) 

dan (Elson, 2002), membuka ruang 

diskusi tentang dampak ketidaksetaraan 

gender dalam membentuk kondisi 

kemiskinan dan menyuarakan perlunya 

kebijakan yang berfokus pada 

inklusivitas gender. 

Kemiskinan adalah masalah yang 

kompleks dan multidimensi sehingga 

memerlukan banyak penelitian yang 

dapat berkontribusi dalam upaya 

pengentasan kemiskinan, termasuk 

penelitian ini. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut (1) apa masalah 

pengentasan kemiskinan di wilayah 

pesisir Kota Bengkulu? dan (2) Faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi 

masalah pengentasan kemiskinan 

tersebut? 

 

B. Metode Penelitian 

(Creswell, 2014) mengatakan 

bahwa seharusnya peneliti dalam 

memilih dan menetapkan rancangan 

penelitian berdasarkan pandangan 

dunia (worldviews) penelitian, metode 

penelitian dan strategi-strategi 

penelitian. Pilihan atas suatu rancangan 

penelitian hendaknya disesuaikan 

dengan masalah penelitian yang akan 

diteliti dan pengalaman pribadi peneliti.  
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Pandangan Dunia  

 Meskipun gagasan filosofis 

tersembunyi di dalam sebuah 

penelitian, akan tetapi gagasan tersebut 

tetap mempengaruhi praktik penelitian. 

Setiap peneliti perlu memperjelas 

gagasan filosofisnya. Penjelasan itu 

akan menggambarkan alasan peneliti 

memilih strategi penelitian. Gagasan 

filosofis ini disebut sebagai pandangan 

dunia (worldviews) (Creswell, 2014). 

 Pandangan dunia dalam penelitian 

ini adalah advokasi/partisipatoris. 

Pandangan dunia ini berasumsi bahwa 

penelitian harus dihubungan dengan 

politik atau agenda kebijakan sehingga 

penelitian yang berangkat dari 

pandangan dunia ini umumnya 

memiliki agenda aksi yang 

menginginkan adanya perubahan pada 

informan penelitian. Pandangan dunia 

ini menyatakan bahwa isu yang 

berkaitan dengan kehidupan sosial 

seperti pemberdayaan, kemiskinan, dan 

ketidakadilan perlu mendapatkan 

perhatian utama.  

 Dengan demikian, pemilihan 

pandangan dunia 

advokasi/partisipatoris ke dalam 

penelitian ini dinilai tepat karena isu 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

pengentasan kemiskinan dan penelitian 

ini juga mengharapkan adanya 

perubahan pada informan penelitian di 

masa mendatang. 

Metode Penelitian dan Strategi 

Penelitian 

 Menurut Creswell (Creswell, 2014) 

pandangan dunia 

advokasi/partisipatoris merupakan 

salah satu pandangan yang tepat di 

bawah ke dalam metode kualitatif. 

Penelitian ini akan menggunakan 

metode kualitatif dengan strategi 

penelitian studi kasus. Studi kasus 

adalah strategi penelitian yang 

memungkinkan peneliti untuk 

menyelidiki atau mengeksplorasi suatu 

kebijakan/program, peristiwa, aktivitas, 

proses atau sekelompok individu. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi masalah pengentasan 

kemiskinan di wilayah pesisir Kota 

Bengkulu sehingga strategi studi kasus 

ini menurut pengusul tepat untuk 

penelitian ini. Terdapat dua aspek 

dalam penelitian ini yaitu (1) Apa 

sebenarnya masalah pengentasan 

kemiskina di wilayah pesisir kota 

bengkulu dan (2) Faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi masalah 

pengentasan kemiskinan tersebut. 

 

Informan Penelitian 

 Informan dalam penelitian ini 

dipilih menggunakan teknik purposive 

sampling dan snowball sampling 

berdasarkan kriteria yang ketat. Jumlah 

informan dalam penelitian ini adalah 24 

orang yang terdiri dari (1) unsur 

masyarakat pesisir yang terdiri dari 

masyarakat miskin penerima program 

pengentasan kemiskinan dan 

masyarakat miskin bukan penerima 

program pengentasan kemiskinan serta 

tokoh masyarakat pesisir; (2) unsur 

pemerintah yang terdiri dari pelaksana, 

pengawas, tenaga fungsional dan unsur 

pimpinan dari institusi yang 

bertanggung jawab terhadap 

pengentasan kemiskinan atau institusi 

yang berkaitan dengan pengentasan 

kemiskinan dan (3) Profesional yang 

terkait dengan pengentasan kemiskinan 

yang terdiri peneliti, akademisi dan 

Non-Governmental Organization.  
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Gambar B.1 

Visualisasi informan berdasarkan kelompok umur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, 

terlihat jelas bahwa informan yang 

berada pada kelompok umur 31-50 

tahun sebanyak 11 orang informan 

yang berada pada kelompok umur 

berusia 51-70 sebanyak 10 orang, 

informan yang berada pada keompok 

umur 10-30 sebanyak 2 orang dan 1 

orang informan yang berada di 

kelompok umur 71-90 tahun. 

Gambar B.2 

Visualisasi informan berdasarkan kategori/profesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar B.2 

diketauhi bahwa kategori informan 

yang paling mendominasi adalah 

birokrat/pejabat struktural, yang  

mendominasi ke dua adalah 

peneliti/akademisi dan yang 

mendominasi kedua adalah 

masyarakat  pesisir dan informan 

yang berkategori sebagai masyarakat 

pesisir keluarga penerima manfaat. 
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Gambar B.3 

Visualisasi informan berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, 

diketauhi bahwa mayoritas informan 

berjenis kelamin sebanyak 18 orang 

dan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 6 orang. 

 

Teknik Pengumpulan Data dan 

Analisis Data 

Pengumpulan data penelitian 

ini dilakukan dengan cara melakukan 

observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data yang dikumpulkan 

terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data 

yang berasal dari hasil observasi 

lapangan dan wawancara kepada 

informan, sedangkan data sekunder 

adalah data yang berasal dari 

dokumentasi, laporan, dan hasil 

penelitian-penelitian terdahulu. 

Pengumpulan data akan terus 

dilakukan sampai peneliti menilai 

data yang telah terkumpul memadai 

dan siap untuk di analisis. Analisis 

data dalam penelitian ini adalah 

analisis data induktif (Creswell, 

2014) menggunakan aplikasi Nvivo. 

 

Validitas dan Reliabilitas Data 

Validitas dalam kualitatif 

merupakan upaya pemeriksaan 

terhadap akurasi hasil penelitian 

dengan menerapkan prosedur-

prosedur tertentu, sementara 

reliabilitas dalam kualitatif 

mengindikasikan bahwa pendekatan 

yang digunakan peneliti konsisten 

jika diterapkan oleh peneliti lain. Uji 

validitas dan reliabilitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan triangulasi sumber-

sumber data, menerapkan member 

checking untuk mengetahui akurasi 

hasil penelitian dan mengklarifikasi 

bias yang mungkin dibawa peneliti ke 

dalam penelitian. 

 

C. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kota Bengkulu adalah ibu kota 

dari Provinsi Bengkulu yang 

mempunyai wilayah pesisir dengan 

panjang garis pantai ± 17,22 km. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Juni-Desember 2023 di wilayah 

pesisir di Kota Bengkulu. Menurut 

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 
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wilayah pesisir adalah daerah 

peralihan antara ekosistem darat dan 

laut yang dipengaruhi oleh perubahan 

di darat dan laut. Berdasarkan definisi 

tersebut, maka dari 5 dari 9 

kecamatan yang ada di kota Bengkulu 

adalah wilayah pesisir. Kecamatan 

yang dimaksud adalah Kecamatan 

Kampung Melayu, Kecamatan Ratu 

Agung, Kecamatan Ratu Samban, 

Kecamatan Teluk Segara dan 

Kecamatan Sungai Serut. Namun 

demikian, dikarenakan keterbatasan 

waktu dan biaya yang dimiliki oleh 

peneliti maka penelitian ini tidak 

dilakukan di seluruh wilayah pesisisir 

Kota Bengkulu, akan tetapi hanya 

dilakukan di tiga kecamatan dengan 

persentase Rumah Tangga Miskin 

(RTM) sebagai Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) program 

pengentasan kemiskinan tertinggi di 

wilayah pesisir yang sekaligus 

menjadi tiga kecamatan dengan 

persentase RTM KPM tertinggi di 

Kota Bengkulu. Persentase RTM 

KPM mengindikasikan tingkat 

keparahan kemiskinan di suatu 

wilayah. Semakin tinggi persentase 

RPM KPMnya maka semakin parah 

pula tingkat kemiskinannya. Tiga 

kecamatan tersebut adalah 

Kecamatan Kampung Melayu, 

Kecamatan Teluk Segara dan 

Kecamatan Pasar Bengkulu. Pada 

masing-masing kecamatan tersebut 

dipilih satu kelurahan dengan jumlah 

penduduk miskin terbanyak. 

Berdasarkan rasionalisasi tersebut 

maka locus penelitian ini ditetapkan 

di tiga kelurahan yaitu Kelurahan 

Sumber Jaya yang merepresentasikan 

Kecamatan Kampung Melayu, 

Kelurahan Malabero yang 

merepresentasikan Kecamatan Teluk 

Segara, dan Kelurahan Pasar 

Bengkulu yang merepresentasikan 

Kecamatan Sungai Serut. 

Gambar C.1 

Peta Kota Bengkulu 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian ini merupakan 

analisis data yang diperolah melalui 

wawancara, observasi, dan 

dokumentasi selama periode 

penelitian dengan menggunakan 

aplikasi Nvivo. Hasil penelitian ini 

secara umum akan disajikan melalui 

beberapa gambar atau tabel yang 

diambil dari aplikasi Nvivo.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Penduduk Miskin Nasional 11.13 10.7 10.12 9.66 9.22 10.19 9.71 9.54

Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu 17.88 17.32 16.45 15.43 15.23 15.03 15.22 14.62

Penduduk Miskin Kota Bengkulu 21.14 20.72 19.18 18.82 18.09 17.65 17.89 15.73
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Data Perkembangan Penduduk Miskin

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu 334.07 328.61 316.98 301.81 302.3 302.58 306 297.23

Penduduk Miskin Kota Bengkulu 74.26 74.05 70.16 70.44 69.26 69.12 66.94 59.43
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Gambar C.2  

Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kota 

Bengkulu Tahun 2015-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C.3 

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu 

Tahun 2015-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: diolah dari data BPS dan P3KE, 2023 

 

Berdasarkan gambar C.2 dan gambar 

C.3 di atas, diketauhi bahwa masalah 

kemiskinan di Provinsi Bengkulu dan 

Kota Bengkulu belum dapat ditangani 

dengan baik. Dalam kurun waktu 

delapan tahun terakhir yaitu tahun 

2015-2022, persentase penduduk 

miskin di Provinsi Bengkulu selalu 

berada di atas persentase penduduk 

miskin nasional dan persentase 

penduduk miskin di Kota Bengkulu 

selalu berada di atas persentase 

penduduk miskin Provinsi Bengkulu. 

Meskipun jumlah penduduk miskin di 

Kota Bengkulu cenderung mengalami 

penurunan, tetapi rata-rata persentase 
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Gading

Cempak

a

Kampun

g

Melayu

Muara

Bangkah

ulu

Ratu

Agung

Ratu

Samban
Selebar

Singaran

Pati

Sungai

Serut

Teluk

Segara
Total

Jumlah RTM 3705 9084 7606 7994 3883 12154 6449 4129 4190 59144

Jumlah RTM KPM 768 3002 2174 2288 1073 3395 1623 1252 1609 17184

Persentase RTM KPM 20.73 33.05 28.58 28.62 27.99 27.93 25.17 30.32 38.4 29.05
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Sebaran Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan

penurunannya dalam kurun waktu 

tersebut hanya 0.77% per tahun. 

Penurunan tertinggi terjadi pada 

tahun 2022 yaitu sebesar 2.16%, 

penurunan terendah terjadi pada 

tahun 2018 yaitu sebesar 0.36% dan 

terjadi peningkatan jumlah 

kemiskinan pada tahun 2021 yaitu 

sebesar 0.24%. Jika dilihat dari 

jumlah jiwa penduduk miskin, maka 

puncak jumlah penduduk miskin di 

Kota Bengkulu terjadi pada tahun 

2015 dengan jumlah penduduk 

miskin sebesar 74, 26 ribu jiwa atau 

sebesar 21,14% dari populasi 

masyarakat Kota Bengkulu dan titik 

terendah jumlah penduduk miskin di 

Kota Bengkulu terjadi pada tahun 

2022 dengan jumlah penduduk 

miskin sebesar 59,43 ribu jiwa atau 

15,73% dari populasi masyarakat 

Bengkulu. Data ini cukup untuk 

membuktikan bahwa masalah 

kemiskinan di Kota Bengkulu masih 

belum dapat ditangani dengan baik. 

 

Gambar C.4 

Sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) Per Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar C.4 di atas, 

diketauhi bahwa jumlah Rumah 

Tangga Miskin (RTM) yang terdata 

di dalam Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) Kota Bengkulu pada 

tahun 2023 sebesar 59.144 dengan 

jumlah Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) sebesar 17.184 atau 29,05% 

dari total RTM yang terdata dalam 

DTKS. KPM tersebut menerima 

program-program pengentasan 

kemiskinan seperti Program Keluarga 

Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, 

dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

BPJS Kesehatan. Selanjutnya, 

diketauhi bahwa tiga Kecamatan 

dengan persentase RTM KPM 

tertinggi semuanya terletak di 

wilayah pesisir. Ketiga kecamatan 

tersebut adalah Kecamatan Teluk 

Segara dengan persentase 38,4%, 

Kecamatan Kampung Melayu dengan 

persentase 33,05% dan Kecamatan 

Sungai Serut dengan persentase 

30.32%. Kondisi ini membuktikan 

bahwa tingkat keparahan kemiskinan 

di Kota Bengkulu terletak di wilayah 

pesisir.  
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Gading

Cempaka
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Melayu

Muara

Bangkahu

lu

Ratu

Agung

Ratu

Samban
Selebar

Singaran

Pati

Sungai

Serut

Teluk

Segara
Total

2021 2784 7434 6007 6768 3222 10210 4905 3746 3899 48975

2022 3894 9233 7861 8194 3911 12509 6567 4261 4288 60718

2023 3705 9084 7606 7994 3883 12154 6449 4129 4190 59194
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Sebaran Jumlah Rumah Tangga Miskin

Gading

Cempaka
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Muara

Bangkahul

u

Ratu

Agung

Ratu

Samban
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Singaran

Pati
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Serut

Teluk

Segara
Total

2021 30.03 28.07 16.6 17.57 34.08 18.56 12.25 23.95 25.03 21.59

2022 20.93 33.9 29.63 29.55 28.33 28.8 25.83 31.28 72.99 32.22

2023 20.73 33.05 28.58 28.62 27.99 27.93 25.17 30.32 38.4 29.05
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Gambar C.5 

Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan 

di Kota Bengkulu Tahun 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: Diolah dari DTKS, 2023 

 

Gambar C.6 

Persentase RTM KPM Per Kecamatan 

di Kota Bengkulu Tahun 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar C.5, 

diketauhi bahwa jumlah RTM di Kota 

Bengkulu yang terdata di dalam 

DTKS mengalami fluktuasi. Pada 

tahun 2022 jumlah RTM di Kota 

Bengkulu bertambah sebesar 11.743 

atau meningkat 23,97% dari jumlah 

RTM tahun 2021 dan pada tahun 

2023 RTM di Kota Bengkulu 

berkurang sebesar 1.524 atau turun 

sebesar 2,5% dari jumlah RTM tahun 

2022. Namun demikian, jika dihitung 
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Kec. Kampung Melayu: Kelurahan Kandang

Kec. Kampung Melayu: Kelurahan Sumber Jaya

Kec. Kampung Melayu: Kelurahan Teluk Sepang

Kec. Ratu Agung: KelurahanLempuing

Kec. Sungai Serut: Kelurahan Pasar Bengkulu

Kec. Teluk Segara: Kelurahan Bajak

Kec. Teluk Segara: Kelurahan Berkas

Kec. Teluk Segara: Kelurahan Malabero

Kec. Teluk Segara: Kelurahan Pondok Besi

Kec. Teluk Segara: Kelurahan Sumur Meleleh

Kec. Ratu Samban: Kelurahan Penurunan

Sebaran RTM KPM Wilayah Pesisir di Kota Bengkulu  

Jumlah Jiwa Jumlah RTM

jumlah RTM di Kota Bengkulu dari 

tahun 2021-2023 maka terdapat 

peningkatan jumlah RTM sebesar 

10.219 atau meningkat sebesar 

20,86%. Khusus di kecamatan yang 

berada di wilayah pesisir, 

peningkatan jumlah RTM tertinggi 

berada di Kecamatan Kampung 

melayu dengan peningkatan sebesar 

1.650 atau meningkat sebesar 

22,19%, di posisi kedua adalah 

kecamatan Ratu Agung dengan 

peningkatan sebesar 661 atau 

meningkat sebesar 20,51% dan di 

posisi ketiga adalah Kecamatan Ratu 

Agung dengan peningkatan sebesar 

1.226 atau meningkat sebesar 

18,11%.  

Berdasarkan gambar C.6, 

diketauhi bahwa peningkatan jumlah 

RTM pada tahun 2021-2023, tetapi 

tidak berbanding lurus dengan 

persentase RTM KPM. Hal ini terlihat 

pada dua kecamatan yang RTM 

KPMnya berkurang dalam kurun 

waktu 2021-2023. Di Kecamatan 

Gading Cempaka, RTM KPM 

berkurang sebesar 9,3% dan di 

kecamatan Ratu Samban berkurang 

sebesar 6,09%. Namun, secara 

keseluruhan terdapat persentase RTM 

KPM di Kota Bengkulu mengalami 

peningkatan sebesar 7,46%. Khusus 

di wilayah pesisir, persentase RTM 

KPM tertinggi berada di kecamatan 

teluk segara dengan kenaikan sebesar 

13,37%, di posisi kedua adalah 

kecamatan Ratu Agung dengan 

kenaikan sebesar 11,05% dan di 

posisi ketiga adalah kecamatan sungai 

serut dengan kenaikan sebesar 6,37%. 

 

 Gambar C.7 

Sebaran RTM KPM di Wilayah Pesisir 

Kota Bengkulu Tahun 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: Diolah dari DTKS, 2023 

 

Berdasarkan gambar C.7 di atas, 

diketauhi bahwa jumlah RTM KPM 

terbesar berada di Kelurahan Sumber 

Jaya Kecamatan Kampung Melayu 

dan RTM KPM terkecil berada di 

Kelurahan Sumur Meleleh 

Kecamatan Teluk Segara. Namun 

demikian, jika dilihat dari 



 

Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik 
Desember  2023 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 12 No. 2 

 

 

 
244 

 
  
 

keseluruhan wilayah pesisir maka tiga 

kelurahan dengan jumlah RTM KPM 

terbesar adalah Kelurahan Sumber 

Jaya di Kecamatan Kampung 

Melayu, Kelurahan Malabero di 

Kecamatan Teluk Segara dan 

Kelurahan Pasar Bengkulu di 

Kecamatan Sungai Serut. Di 

kelurahan Sumber Jaya terdapat 

2.053 RTM dengan jumlah jiwa 

sebesar 6.065, di kelurahan Malabero 

terdapat 516 RTM KPM dengan 

jumlah jiwa sebesar 956, dan di 

kelurahan Pasar Bengkulu terdapat 

460 RTM KPM dengan jumlah jiwa 

sebesar 1.371. 

 Berdasarkan hasil analisis word 

cloud pada folder cases yang diambil 

diaplikasi Nvivo, dengan filter kata-

kata yang sering muncul lebih dari 

1000 kali dengan batasan lima kata, 

diketauhi bahwa kata “Nelayan”, 

“Kemiskinan”, dan “Masyarakat” 

merupakan kata-kata yang paling 

banyak disebut oleh informan secara 

berurutan. Kata nelayan disebut yaitu 

sebanyak 231 kali, kata kemiskinan 

disebut sebanyak 165 kali dan kata 

masyarakat disebut sebanyak 144 

kali. Kata nelayan paling banyak 

disebut karena kelompok nelayan 

menjadi fokus utama dalam wacana 

kebijakan pengentasan kemiskinan di 

wilayah pesisir. Kata "nelayan" 

paling banyak disebut mencerminkan 

urgensi dan signifikansi yang dimiliki 

kelompok nelayan terhadap dinamika 

pengentasan kemiskinan di wilayah 

pesisir Kota Bengkulu. Kata nelayan 

merujuk pada isu-isu seperti akses 

terhadap sumber daya laut, perlunya 

peningkatan keterampilan dan 

pelatihan bagi nelayan, dan 

kebutuhan infrastruktur yang 

mendukung keberlanjutan kehidupan 

mereka. Selain itu, kata nelayan juga 

memberikan pemahaman mendalam 

mengenai peran sentral nelayan 

dalam konteks pengentasan 

kemiskinan, memungkinkan peneliti 

dan pembuat kebijakan untuk 

merancang model kebijakan yang 

lebih fokus dan berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pesisir, dengan 

pendekatan collaborative 

governance. Kemunculan kata 

"Kemiskinan" yang menempati 

peringkat kedua mencerminkan 

tingginya kesadaran dan perhatian 

terhadap isu kemiskinan sebagai 

fokus utama dalam pembahasan 

kebijakan. Kedudukan kata ini 

mengindikasikan bahwa kemiskinan 

tetap menjadi pusat perhatian dan 

prioritas dalam upaya pengentasan di 

wilayah pesisir. Penurunan angka 

kemiskinan di kota Bengkulu 

khususnya di wilayah pesisir  

merupakan agenda yang sangat 

penting dan mendesak. Dengan 

demikian, kemunculan kata ini 

memberikan petunjuk tentang urgensi 

mengatasi masalah kemiskinan dan 

menunjukkan bahwa pendekatan 

kolaboratif dalam pengentasan 

kemiskinan sangat diperlukan. 

Keberadaan kata "Kemiskinan" 

dalam posisi kedua juga menegaskan 

bahwa masalah ini dianggap sebagai 

permasalahan yang kompleks yang 

perlu penanganan serius melalui 

upaya kolaboratif antar aktor dari 

berbagai pihak terkait. Kemunculan 

kata "Masyarakat" sebagai yang 

paling banyak ketiga 

menggambarkan bahwa peran serta 

dan aspirasi masyarakat memiliki 

bobot penting dalam perbincangan 

tentang kebijakan pengentasan 

kemiskinan. Kedudukan kata ini 

menunjukkan bahwa masyarakat di 
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wilayah pesisir memiliki suara yang 

perlu didengar dan relevan dalam 

konteks perumusan kebijakan yang 

berorientasi pada aspek kolaboratif 

dalam upaya mengentaskan 

kemiskinan. Untuk lebih jelasnya 

lihat gambar C.8

 

Gambar C.8 

Word cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah Pengentasan Kemiskinan 

dan Faktor yang 

mempengaruhinya 

 Berdasarkan hasil penelitian, 

diketauhi bahwa masalah 

pengentasan kemiskinan di wilayah 

pesisir sangat kompleks. Dapat 

dikatakan kompleks karena masalah 

pengentasan kemiskinan di wilayah 

pesisir tidak hanya satu variabel saja 

tetapi terdiri dari berbagai variabel 

yang saling berkaitan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat tiga masalah utama 

pengentasan kemiskinan di wilayah 

pesisir yang telah diidentifikasi. Tiga 

masalah utama tersebut masing-

masing memiliki sub variabel 

penyebab atau pengaruh. 

Pertama, Masalah Alam dan 

Lingkungan. Masalah alam dan 

lingkungan ini menjadi masalah 

pertama yang menyebabkan atau 

mempengaruhi kemiskinan di 

wilayah pesisir karena adalah karena 

mayoritas masyarakat yang 

bermukim di wilayah pesisir adalah 

nelayan tradisional. Nelayan 

tradisional penghasilannya 

tergantung pada hasil laut atau hasil 

tangkapan ketika melaut. Ketika 

musim badai nelayan tidak bisa 

melaut, kalau tidak melaut mereka 

tidak mendapatkan uang, ketika tidak 

ada uang mereka terpaksa akan 

berhutang untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Kondisi yang 

lebih memperihatinkan adalah ketika 

nelayan pergi melaut tetapi hasil 

tangkapannya sangat sedikit atau 

sama sekali tidak mendapatkan ikan, 

udang atau tangkapan lainnya 

sementara biaya operasional melaut 

tidak berkurang sama sekali. Kondisi 
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ini yang menyebabkan para nelayan 

tradisional banyak yang terjerat 

hutang kepada tengkulak, toke, 

rentenir atau koperasi. Hasil 

penelitian menemukan bahwa kondisi 

alam dan lingkungan saat ini (pada 

saat dilakukan penelitian) sedang 

tidak bersahabat dengan para nelayan. 

Cuaca sedang tidak bersahabat dan 

kondisi ekosistem laut yang sudah 

rusak parah. Akibatnya masyarakat 

nelayan tradisional sangat tertatih-

tatih dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Keberadaan kapal trawl 

yang masih marak beroperasi 

diperairan laut di wilayah Kota 

Bengkulu, limbah industri yang 

dibuang ke laut atau terbawa ke laut 

dan keberadaan sampah plastik yang 

berada di laut merupakan penyebab 

utama kerusakan 

lingkungan/ekosistem laut.  

Kedua, Masalah Kebijakan. 

Meskipun tidak populer di kalangan 

masyarakat, penelitian ini berhasil 

mengidentifikasi bahwa masalah 

pengentasan kemiskinan selanjutnya 

adalah masalah kebijakan. Masalah 

kebijakan ini merupakan masalah 

yang paling krusial dan paling 

mempengaruhi keberhasilan atau 

efektivitas program pengentasan 

kemiskinan. Masalah kebijakan dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 dimensi 

yaitu (1) dimensi formulasi; (2) 

dimensi implementasi; (3) dimensi 

evaluasi.  

Dimensi formulasi. Pada dimensi ini, 

masalah pengentasan kemiskinan 

terdiri dari tiga variabel yaitu 

Pendefinisian Masalah, Tujuan 

Kebijakan dan Substansi Kebijakan.  

Pendefinisian Masalah 

 Hasil penelitian ini menemukan 

bahwa terdapat ketidaktepatan atau 

kekeliruan pada pendefinisian 

masalah dalam kebijakan/program 

pengentasan kemiskinan. Pertama, 

masalah kemiskinan dan masalah 

pengentasan kemiskinan ditetapkan 

sama, baik di wilayah pesisir, wilayah 

gunung, wilayah perkotaan dan 

wilayah pedesaan. Hal ini dapat 

dilihat dari kebijakan/program utama 

pengentasan kemiskinan di Indonesia 

yang dibawah komando dan 

koordinasi Kementerian Sosial 

Republik Indonesia seperti Program 

Keluarga Harapan, Kartu Indonesia 

Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan 

Bantuan Langsung Tunai/Non Tunai 

memiliki subtansi kebijakan/program 

yang sama untuk seluruh masyarakat 

miskin di seluruh Indonesia. Tidak 

perduli mereka di pegunungan, di 

wilayah pesisir, di perkotaan, atau di 

pedesaan, substansi kebijakannya 

sama, sehingga pemberlakuannya pun 

sama. Hal ini sangat disayangkan 

karena masalah kemiskinan dan 

pengentasan kemiskinan memiliki 

karakteristik yang berbeda sehingga 

kebijakan/program pengentasan 

kemiskinan perlu dirumuskan dengan 

mempertimbangkan karakteristik 

kemiskinan masing-masing wilayah. 

Kedua, terdapat kekeliruan dalam 

mendefinisikan kriteria penerima 

program pengentasan kemiskinan  

untuk nelayan. Saat ini, yang menjadi 

persyaratan penerima program 

pengentasan kemiskinan dari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

adalah nelayan yang menjadi anggota 

kelompok nelayan dan  memiliki 

“Kartu Kusuka”. Nelayan yang tidak 

menjadi anggota kelompok nelayan 

dan tidak memiliki Kartu Kusuka 

dengan sendirinya akan tersisih dari 

penerima program pengentasan 

kemiskinan, meskipun mereka sangat 

layak menjadi penerima 



 

Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik 
Desember  2023 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 12 No. 2 

 

 

 
247 

 
  
 

program/bantuan teresebut. Hasil 

temuan di lapangan menunjukkan 

bahwa cukup banyak nelayan yang 

tidak menjadi anggota kelompok dan 

tidak memiliki kartu kusuka. Nelayan 

yang tidak menjadi anggota 

kelompok disebabkan oleh 

ketidakmampuan mereka untuk 

berkelompok dan/atau karena adanya 

resistensi dari anggota kelompok lain. 

Nelayan yang tidak mampu 

berkelompok disebabkan oleh 

terbatasnya waktu untuk berinteraksi 

dengan pemilik kelompok atau 

anggota kelompok senior karena 

mereka menjadi buruh kapal yang 

banyak menghabiskan waktu di 

tengah laut, sedangkan mereka yang 

mendapatkan resistensi menjadi 

anggota kelompok dari pemilik 

kelompok atau anggota kelompok 

lama disebabkan oleh perbedaan 

etnis, suku, agama dan hubungan 

interaksi sang nelayan terhadap 

lingkungannya. Selain itu, memang 

terdapat kelompok nelayan yang 

menutup diri untuk anggota lain atau 

anggota baru karena alasan yang tidak 

rasional. Nelayan yang tidak 

memiliki kartu kusuka bukan karena 

mereka tidak mau memilikinya, tetapi 

disebabkan oleh ketidaktahuan 

mereka terhadap manfaat kartu 

kusuka tersebut. Tidak sedikit 

nelayan yang tidak mengetahui apa 

manfaat memiliki kartu tersebut dan 

bagaimana cara mendapatkanya. 

Akibat ditetapkannya persyaratan 

penerima program pengentasan 

kemiskinan seperti bantuan perahu, 

kapal, mesin perahu/kapal, dan jaring 

adalah nelayan yang harus menjadi 

anggota kelompok nelayan dan 

memiliki kartu kusuka maka 

terjadilah praktik percaloan kartu 

kusuka dan lahirnya kelompok-

kelompok nelayan dadakan atau 

kelompok nelayan semu. Dikatakan 

semu karena kelompok ini ada dan 

dibentuk hanya karena ingin 

mendapatkan bantuan dari 

pemerintah. Biasanya kelompok ini 

memiliki akses dengan oknum 

pejabat dari institusi yang berwenang 

mendistribusikan bantuan. 

Tujuan Kebijakan 

 Kebijakan yang memiliki tujuan 

kebijakan yang kurang jelas dan 

kurang terukur akan mempengaruhi 

kualitas substansi kebijakan. 

Penelitian ini menemukan bahwa 

semua kebijakan/program 

pengentasan kemiskinan utama yang 

diteliti seperti Program Keluarga 

Harapan, Kartu Indonesia Sehat, 

Kartu Indonesia Pintar, Bantuan 

Langsung Tunai/Non Tunai dan 

program pengentasan kemiskinan 

tambahan seperti bantuan perahu, 

kapal, mesin, jaring, GPS dll tidak 

satu pun yang memiliki tujuan 

kebijakan yang jelas dan terukur. 

Jelas dan tidaknya tujuan kebijakan 

pengentasan kemiskinan,  dan terukur 

dan tidaknya kebijakan pengentasan 

kemiskinan yang diteliti diidentifikasi 

dan dianalisis menggunakan kriteria 

SMART (Specific, Measureable, 

Achievable, Relevant dan Time 

Bound). Tujuan kebijakan yang 

kurang jelas dan kurang terukur ini 

dapat mengakibatkan terjadinya 

distorsi dalam implementasi 

kebijakan karena akan sangat rentan 

disalahgunakan oleh oknum birokrat 

yang tidak berintegritas. Idealnya 

sebuah kebijakan/program memiliki 

tujuan kebijakan/program yang jelas 

dan terukur sesuai dengan kriteria 

SMART agar kebijakan tersebut 

memiliki kinerja kebijakan yang baik. 

Substansi Kebijakan 
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 Penelitian ini menemukan 

beberapa masalah yang terkait dengan 

substansi kebijakan. Pertama, 

ditemukan bahwa semua 

kebijakan/program pengentasan 

kemiskinan sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya, tidak ada 

satu yang menyentuh psikologis 

keluarga miskin. Hal ini sejalan 

dengan penelitian (Putra, 2020; Putra 

& Abbas, 2019) yang menyatakan 

bahwa keluarga penerima manfaat 

program pengentasan kemiskinan 

tidak mendapatkan treatment agar 

keluarga miskin tersebut memiliki 

motivasi yang tinggi untuk keluar dari 

kemiskinan. Akibatnya, banyak dari 

keluarga miskin yang menjadi 

keluarga penerima manfaat program 

pengentasan kemiskinan menikmati 

kemiskinannya. Hal ini sangat 

disayangkan karena tujuan program 

pengentasan kemiskinan secara 

umum adalah menyembuhkan yang 

miskin atau mengeluarkan keluarga 

miskin dari garis kemiskinan dan 

mencegah yang belum miskin 

menjadi miskin atau mengantisipasi 

masyarakat yang rentan menjadi 

keluarga miskin. Kedua, Program 

Pengentasan Kemiskinan saat ini 

hanya fokus pada kelompok 

kemiskinan kronis, mutlak atau 

kemiskinan absolute dan 

mengabaikan kelompok kemiskinan 

transient (kemiskinan musiman). 

Penelitian ini menemukan bahwa 

mayoritas masyarakat pesisir 

merupakan kelompok kemiskinan 

transient karena dalam satu tahun 

nelayan di wilayah pesisir hanya 

memiliki waktu 6 bulan masa panen 

(masa produktif, hasil tangkap yang 

cukup memadai atau berlimpah) 

sedangkan 6 bulan lainnya adalah 

masa paceklik (mendapatkan hasil 

tangkapan yang sangat sedikit, tidak 

mendapatkan tangkapan sama sekali 

atau tidak bisa melaut karena kondisi 

alam yang tidak bisa dikontrol oleh 

nelayan. Penelitian (Santoso, 2018) 

menyatakan bahwa kelompok 

kemiskinan transient yang diabaikan 

ini merupakan faktor kunci untuk 

mengentaskan kemiskinan. Hal ini 

disebabkan oleh kemampuan mereka 

survival dan beradaptasi yang sangat 

baik. Mereka dapat bertahan dalam 

kondisi kritis meskipun tanpa bantuan 

dari pemerintah. Penelitian ini 

mendiagnosis bahwa pemerintah 

telah keliru dalam upaya 

mengentaskan kemiskinan karena 

mengabaikan kelompok kemiskinan 

transient. Kelompok kemiskinan 

transient (mayoritas masyarakat 

pesisir) dapat menjadi titik ungkit 

dalam mengentaskan kemiskinan 

khususnya di wilayah pesisir. 

Temuan penelitian ini mampu 

menjawab pertanyaan mengapa 

kemiskinan ekstrim atau kronis 

mayoritas terkonsentrasi di wilayah 

pesisir. Dengan demikian, untuk 

mengentaskan masalah kemiskinan 

khususnya di wilayah pesisir 

diperlukan adanya perubahan 

orientasi kebijakan yang termuat jelas 

di dalam substansi kebijakan. 

Perubahan orientasi yang dimaksud 

adalah tidak hanya fokus pada 

kemiskinan kronis tetapi juga fokus 

pada kemiskinan transient.  

Dimensi Implementasi  

 Pada dimensi ini, masalah 

pengentasan kemiskinan terdiri dari 

dua variabel yaitu masalah penegakan 

hukum dan masalah pengawasan. 

Masalah penegakan hukum dan 

pengawasan ini merupakan dua 

masalah yang berkaitan tetapi berada 

pada titik kontinum yang berbeda. 
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Penegakan hukum fokus pada upaya 

kuratif sedangkan pengawasan fokus 

pada upaya preventif. Namun 

demikian, keduanya harus dilakukan 

secara bersama-sama agar masalah 

pengentasan kemiskinan dari aspek 

kebijakan pada dimensi implementasi 

dapat diatasi. 

Masalah Penegakan Hukum 

 Masalah penegakan hukum 

sangat krusial dalam konteks masalah 

pengentasan kemiskinan di wilayah 

pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir 

merupakan nelayan tradisional sangat 

tergantung dengan hasil laut, 

sementara hasil laut sangat 

dipengaruhi oleh kondisi alam dan 

lingkungan. Lemahnya penegakan 

hukum kepada nelayan yang 

menggunakan trawl merupakan akar 

penyebab kerusakan terumbu karang 

dan ekosistem di laut di wilayah 

pesisir Kota Bengkulu. Kerusakan 

laut yang begitu parah membuat 

nelayan tradisional kesulitan 

mendapatkan ikan dan hasil laut 

lainnya. Kendati sudah sering 

menyampaikan keluhan kepada 

pemerintah, melaporkan keberadaan 

nelayan trawl kepada pihak yang 

berwajib  dan sudah terjadi terjadi 

beberapa kali perkelahian antara 

nelayan tradisional dengan nelayan 

trawl yang menimbulkan korban luka 

dan meninggal dunia, akan tetapi 

keberadaan kapal trawl yang jelas-

jelas sudah dilarang masih terus 

beroperasi, bahkan beroperasinya di 

wilayah tangkap nelayan tradisional. 

Pelarangan penggunaal trawl sudah 

diatur sejak tahun 1985 melalui 

Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang 

Penghapusan Jaring Trawl dan 

diperkuat oleh Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perikanan, lalu secara represif 

melalui Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 

Tahun 2015 

tentang Larangan Penggunaan Alat P

enangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) 

dan Pukat Tarik (Seines Nets). 

Ancaman untuk pengguna trawl tidak 

main-main, kejahatan  alat tangkap 

yang merusak tersebut diancam 

dengan Pasal 85 UU No. 45/2009 

dengan ancaman pidana 5 tahun 

penjara dan denda sebesar Rp 2 

miliar. Penyebab kapal trawl tersebut 

terus menerus beroperasi adalah 

karena adanya dukungan atau 

perlindungan dari oknum aparat 

penegak hukum atau dari oknum 

pejabat militer atau dari oknum 

pejabat sipil atau oknum pemodal 

yang memiliki pengaruh terhadap 

proses penegakan hukum. Lebih 

parahnya lagi, ada oknum pejabat 

yang menjadi pemilik kapal-kapal 

trawl yang beroperasi tersebut. 

Dengan demikian, masalah 

penegakan hukum ini bila tidak 

diperbaiki maka akan semakin 

membuat kapal-kapal trawl terus 

beroperasi dan dengan beroperasinya 

kapal trawl tersebut akan membuat 

alam dan lingkungan semakin rusak. 

Kerusakan alam atau lingkungan 

seperti terumbu karang, sarang ikan 

dan biota laut lainnya yang terus 

terjadi dapat merusak atau memutus 

sistem rantai makanan di laut. Pada 

kondisi tertentu, ikan-ikan tidak bisa 

bertelur di daerah jelajah nelayan 

tradisional karena tempatnya bertelur 

sudah tidak ada dan tidak mau 

bermain atau mencari makan di 

daerah tersebut karena terumbu 

karang dan biota laut sudah rusak 

parah. Kondisi ini yang membuat 

jumlah ikan yang berada di daerah 

jelajah nelayan tradisional semakin 
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hari semakin sedikit. Hal ini yang 

sangat kondisi kemiskinan di wilayah 

pesisir semakin memburuk. 

Masalah Pengawasan 

 Masalah pengawasan merupakan 

salah satu masalah implementasi yang 

krusial. Ada banyak penyimpangan, 

bias atau distorsi dalam implementasi 

karena tidak ada pengawasan 

dan/atau karena  pengawasan belum 

optimal. Pengawasan concern pada 

upaya preventif agar penggunaan 

trawl khususnya di wilayah tangkap 

nelayan tradisional dapat dicegah atau 

diminimalisir. Pengawasan atau 

patroli ini dapat dilakukan secara 

konvensional dengan menugaskan 

para aparat penegak hukum di 

wilayah tangkap nelayan tradisional 

pada posisi, waktu dan jam tertentu. 

Selain itu, pengawasan dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

bantuan teknologi seperti satelit dan 

drone yang beroperasi dalam waktu 1 

x 24 jam pada beberapa titik krusial 

khususnya di wilayah tangkap 

nelayan tradisional. Meningkatkan 

frekuensi dan kualitas pengawasan 

terhadap kapal trawl ini menjadi 

sangat penting karena cara ini efektif 

untuk meminimalisir beroperasinya 

kapal trawl. Jika frekuensi dan 

kualitas pengawasan tidak 

ditingkatkan maka keberadaan dan 

kondisi nelayan tradisonal yang 

berada di wilayah pesisir akan 

semakin terpuruk dalam 

kemiskinannya. Selain itu, 

pengawasan yang ditingkatkan ini 

dapat mencegah terjadinya kembali 

bentrok berdarah antara nelayan 

tradisional dengan nelayan trawl.  

Dimensi Evaluasi 

 Pada dimensi ini, masalah 

pengentasan kemiskinan terdiri dari 

tiga variabel yaitu kuantitas, evaluasi, 

kualitas evaluasi dan tindaklanjut 

evaluasi. 

Kuantitas Evaluasi 

 Berdasarkan hasil pencarian 

artikel penelitian di google scholar 

dengan judul “Evaluasi Pengentasan 

Kemiskinan” dalam kurun waktu 

2010-2023 dengan menggunakan 

aplikasi Publish or Perish, ditemukan 

bahwa hanya terdapat 37 artikel 

penelitian. Dari 37 artikel tersebut 

tidak ada satu pun yang mengevaluasi 

program pengentasan kemiskinan di 

wilayah pesisir dan tidak ada satu pun 

yang mengevaluasi program 

pengentasan kemiskinan di Kota 

Bengkulu. Dengan demikian, jelas 

bahwa kuantitas evaluasi program 

pengentasan kemiskinan di wilayah 

pesisir dan kuantitas evaluasi 

program pengentasan kemiskinan di 

Kota Bengkulu oleh para akademisi, 

peneliti atau profesional yang concern 

dengan pengentasan kemiskinan 

masih sangat terbatas. Hal ini sangat 

disayangkan karena jumlah penduduk 

miskin di kota Bengkulu khususnya 

di wilayah pesisir masih menjadi 

kantong-kantong kemiskinan, 

sehingga memerlukan penelitian-

penelitian yang menilai keberhasilan, 

efektivitas, kinerja atau dampak 

program pengentasan kemiskinan 

yang sudah diimplementasikan 

dengan jumlah yang memadai. 

Berdasarkan hasil penelitian, tidak 

teridentifikasi adanya evaluasi 

program pengentasan kemiskinan di 

wilayah pesisir oleh analisis 

kebijakan, teknokrat dan birokrat.  

Kualitas Evaluasi dan Tindak Lanjut 

 Kualitas evaluasi menjadi 

masalah karena tidak sedikit evaluasi 

kebijakan/program tertentu yang 

mengalami bias. Bias tersebut bisa 

disebabkan oleh conflict of interest 
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antara evaluator dengan objek yang 

dievaluasi. Ada juga evaluator yang 

tidak menyampaikan hasil evaluasi 

yang sebenarnya dikarenakan adanya 

permintaan khusus dari pihak-pihak 

tertentu. Selain itu, ada juga evaluasi 

yang dilakukan secara asal-asalan, 

tidak menggunakan metode yang 

tepat, terukur dan sahih. Namun 

demikian, dikarenakan tidak 

teridentifikasi adanya evaluasi 

program-program pengentasan 

kemiskinan di wilayah pesisir 

Bengkulu maka kualitas dan 

tindaklanjut tidak bisa dilihat seperti 

apa dan bagaimana.  

Ketiga, Masalah Individu Nelayan.  

Jika masalah yang pertama dan kedua 

adalah masalah yang tidak bisa 

dikendalikan oleh nelayan, maka 

masalah yang ketiga ini merupakan 

masalah yang dapat dikontrol oleh 

nelayan. Dengan kata lain, para 

nelayan memiliki kuasa terhadap 

masalah ini, akan tetapi para nelayan 

tidak menganggap hal ini sebagai 

masalah yang perlu atau harus 

diselesaikan. Pertama, alat tangkap 

yang tidak memadai. Berdasarkan 

hasil penelitian, ditemukan bahwa 

para nelayan sangat mampu untuk 

meningkatkan kualitas alat tangkap 

dan alat bantu tangkap mereka. 

Meningkatkan kualitas tangkat dan 

alat bantu tangkap ini dapat dilakukan 

dengan membeli atau 

memperbaikinya pada saat musim 

ikan. Hanya saja mayoritas 

masyarakat nelayan tidak mau 

melakukannya karena mereka tidak 

menyadari bahwa peningkatan 

kualitas alat tangkap dan alat bantu 

tangkap adalah sesuatu hal yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan hasil 

tangkapan mereka. Konsekensinya 

adalah mereka tidak mampu 

meningkatkan hasil tangkapan 

mereka baik pada saat musim ikan 

atau tidak. Bahkan, yang lebih 

menyedihkan adalah sebagian besar 

nelayan yang mendapatkan bantuan 

alat tangkap ikan justru menjualnya 

dengan alasan yang irasional atau 

alasan kepepet. Dengan demikian, 

jika alat tangkap dan alat bantu 

tangkap tidak memadai maka tidak 

heran hasil tangkapan nelayan 

tradisional juga sedikit. Kedua, nilai-

nilai budaya. Berdasarkan hasil 

penelitian, ditemukan bahwa nilai-

nilai budaya masyarakat yang 

berkembang di wilayah pesisir adalah 

budaya konsumtif dan suka berfoya-

foya. Budaya konsumtif dan berfoya-

foya ini mencapai titik kulminasi 

pada saat musim ikan. Pada musim 

ikan, keluarga nelayan menganggap 

hal yang biasa bila menghabiskan 

uang jutaan rupiah dalam satu hari 

hanya untuk bersenang-senang. 

Sebagian dari mereka melakukan 

foya-foya atau bersenang-senang 

meskipun tidak memiliki tabungan 

karena menganggap hal tersebut 

adalah balas dendam setelah sekian 

lama hidup dalam suasana yang serba 

kekurangan. Filosofi hidup 

masyarakat pesisir memang berbeda 

dengan masyarakat yang berada di 

daerah non pesisir. Hal ini disebabkan 

oleh masyarakat nelayan tidak terlibat 

sejak awal dalam proses produksi 

layaknya para petani. Jika petani dari 

pembibitan sampai panen mereka 

terlibat, sedangkan nelayan sama 

sekali tidak terlibat sampai pada fase 

sebelum penangkapan. Masyarakat 



 

Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik 
Desember  2023 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 12 No. 2 

 

 

 
252 

 
  
 

pesisir dalam keseharian hidupnya 

dipenuhi oleh rutinitas yang penuh 

dengan ketidakpastian. Perbedaan 

inilah yang membuat filosofi hidup 

masyarakat pesisir lebih spekulatif 

dalam mengambil keputusan. Ketiga, 

manajemen keuangan keluarga yang 

buruk. Manajemen keuangan yang 

buruk juga menjadi masalah 

pengentasan kemiskinan yang 

melekat kepada individu nelayan. 

Manajemen keuangan yang buruk 

dipengaruhi oleh filosofi hidup 

masyarakat pesisir yang berimplikasi 

pada pengambilan keputusan yang 

cenderung spekulatif sehingga sulit 

bagi untuk meyakinkan mereka 

bahwa menabung jauh lebih baik dari 

pada menghabiskan hasil panen ikan 

dalam satu hari pada saat musim ikan. 

Selain itu, manajemen keuangan yang 

buruk juga disebabkan oleh tingkat 

pendidikan atau literasi tentang 

manajemen keuangan yang rendah. 

Keempat, kurangnya motivasi diri 

untuk keluar dari garis kemiskinan 

atau memperbaiki kondisi ekonomi 

keluarga. Kondisi jamak ditemukan 

baik di wilayah pesisir, wilayah 

agraris, wilayah perkotaan, dan 

wilayah pedesaan. Di wilayah pesisir, 

rendahnya motivasi untuk keluar dari 

garis kemiskinan terlihat dari 

semangat untuk pergi kelaut terutama 

pada musim panen atau musim ikan. 

Tidak sedikit ditemukan nelayan yang 

tidak mau pergi melaut hanya karena 

cadangan ikan atau uang masih ada 

untuk kebutuhan beberapa hari ke 

depan. Selain itu, pada saat kondisi 

alam yang tidak bersahabat atau hasil 

tangkapan tidak sebanding dengan 

biaya operasional melaut maka 

mayoritas masyarakat pesisir tidak 

mau untuk mencari uang dengan cara 

yang berbeda misalnya dengan 

berdagang, membuat kerajinan 

tangan, atau menjadi buruh. Mereka 

seperti menikmati kemiskinannya 

sembari mengharapkan uluran tangan 

dari pemerintah, sanak keluarga atau 

tetangga. Kelima, tingkat pendidikan 

yang rendah. Pendidikan yang rendah 

ini mempengaruhi masalah-masalah 

individu seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Kesadaran 

untuk meningkatkan kualitas alat 

tangkap atau alat bantu tangkap, nilai-

nilai budaya, manajemen keuangan 

yang buruk, dan rendahnya motivasi 

untuk keluar dari kemiskinan 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. 

Dengan kata lain, tingkat pendidikan 

merupakan titik ungkit untuk 

mengatasi masalah individu yang 

melekat pada nelayan. Namun 

demikian, diperlukan pendekatan 

yang berbeda dan kontekstual agar 

semua masyarakat pesisir menyadari 

bahwa menempuh pendidikan 

merupakan suatu suatu keharusan dan 

dapat menikmati proses pendidikan 

tersebut. Sebagai contoh, kebijakan 

pembayaran uang sekolah untuk 

anak-anak nelayan harus dibuat lebih 

fleksibel karena masyarakat nelayan 

memiliki penghasilan yang tidak 

sama setiap hari, bulan dan tahunnya. 

Tidak sedikit anak nelayan yang 

memutuskan tidak melanjutkan 

sekolah karena malu selalu ditagih 

pihak sekolah biaya sekolah. Berikut 

ini merupakan gambar project map 

masalah pengentasan kemiskinan di 

wilayah pesisir Kota Bengkulu dan 
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project map faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Gambar C.9 

Project Map Masalah Pengentasan Kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C.10 

Project Map Faktor yang mempengaruhi Masalah Pengentasan Kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar C.9 dan C.10 di 

atas diketauhi bahwa  masalah 

pengentasan kemiskinan tersebut 

disebabkan atau dipengaruhi oleh 

masalah pengentasan kemiskinan itu 

sendiri. Dengan kata lain, jika ingin 

menyelesaikan masalah pengentasan 

kemiskinan di wilayah pesisir maka 

tidak ada pilihan lain selain 

menyelesaikan faktor penyebabnya 

terlebih dahulu.  

 

D. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

1) Masalah pengentasan 

kemiskinan di wilayah pesisir 

sangat kompleks karena masalah 

pengentasan kemiskinan di 

wilayah pesisir terdiri dari 

berbagai variabel yang saling 

berkaitan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa masalah 

pengentasan kemiskinan di 

wilayah pesisir dipengaruhi oleh 

tiga variabel utama dan masing-

masing variabel memiliki sub 

variabel.  

2) Pertama, Masalah Alam dan 

Lingkungan. Masalah alam dan 

lingkungan ini menjadi masalah 

pertama yang menyebabkan atau 

mempengaruhi kemiskinan di 

wilayah pesisir karena adalah 

karena mayoritas masyarakat 

yang bermukim di wilayah 

pesisir adalah nelayan 
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tradisional. Nelayan tradisional 

penghasilannya tergantung pada 

hasil laut atau hasil tangkapan 

ketika melaut. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa kondisi 

cuaca sedang tidak bersahabat 

dan ekosistem laut yang sudah 

rusak parah. Akibatnya 

masyarakat nelayan tradisional 

sangat tertatih-tatih dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Keberadaan kapal trawl 

yang masih marak beroperasi 

diperairan laut di wilayah Kota 

Bengkulu, limbah industri yang 

dibuang ke laut atau terbawa ke 

laut dan keberadaan sampah 

plastik yang berada di laut 

merupakan penyebab utama 

kerusakan lingkungan/ekosistem 

laut.  

3) Kedua, Masalah Kebijakan. 

Meskipun tidak populer di 

kalangan masyarakat, penelitian 

ini berhasil mengidentifikasi 

bahwa masalah pengentasan 

kemiskinan selanjutnya adalah 

masalah kebijakan. Masalah 

kebijakan ini merupakan masalah 

yang paling krusial dan paling 

mempengaruhi keberhasilan atau 

efektivitas program pengentasan 

kemiskinan. Masalah kebijakan 

dapat dikelompokkan ke dalam 3 

dimensi yaitu (1) dimensi 

formulasi; (2) dimensi 

implementasi; (3) dimensi 

evaluasi.  

4) Ketiga, masalah Individu 

nelayan. Masalah yang ini 

merupakan masalah yang dapat 

dikontrol oleh para nelayan 

karena memiliki kuasa terhadap 

masalah ini. Namun, masyrakat 

nelayan enggan melakukannya 

karena tidak menganggap hal ini 

sebagai masalah yang perlu atau 

harus diselesaikan. Masalah 

individu ini terdiri dari enam 

variabel. Pertama, alat tangkap 

dan alat bantu tangkap yang tidak 

memadai. Kedua, nilai-nilai 

budaya. Nilai-nilai budaya 

masyarakat yang berkembang di 

wilayah pesisir adalah budaya 

konsumtif dan suka berfoya-

foya. Hal ini dipengaruhi oleh 

filosofi hidup masyarakat 

nelayan yang penuh dengan 

ketidakpastian sehingga 

keputusan-keputsan yang mereka 

buat cenderung bersifat 

spekulatif. Ketiga, Manajemen 

keuangan yang buruk juga 

menjadi masalah pengentasan 

kemiskinan yang melekat kepada 

individu nelayan. Keempat, 

kurangnya motivasi diri untuk 

keluar dari garis kemiskinan atau 

memperbaiki kondisi ekonomi 

keluarga. Di wilayah pesisir, 

rendahnya motivasi untuk keluar 

dari garis kemiskinan terlihat dari 

tidak mau pergi kelaut hanya 

karena cadangan ikan atau uang 

masih ada untuk kebutuhan 

beberapa hari ke depan. Selain 

itu, mayoritas masyarakat pesisir 

tidak mau untuk mencari uang 

dengan cara yang berbeda seperti  

dengan berdagang, membuat 

kerajinan tangan, atau menjadi 

buruh ketiga sedang tidak 

memungkinkan pergi melaut. 

Mereka cenderung menikmati 

kemiskinannya sembari 
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mengharapkan uluran tangan dari 

pemerintah, sanak keluarga atau 

tetangga. Kelima, tingkat 

pendidikan yang rendah. 

Pendidikan yang rendah ini 

mempengaruhi tingkat kesadaran 

untuk meningkatkan kualitas alat 

tangkap atau alat bantu tangkap, 

nilai-nilai budaya, manajemen 

keuangan yang buruk, dan 

rendahnya motivasi untuk keluar 

dari kemiskinan. Dengan 

demikian, tingkat pendidikan 

merupakan titik ungkit untuk 

mengatasi masalah individu yang 

melekat pada nelayan.  

5) Untuk menyelesaikan masalah 

pengentasan kemiskinan di 

wilayah pesisir tidak bisa 

dilakukan secara parsial, akan 

tetapi harus dilakukan secara 

komprehensif yang dimulai dari 

akar masalahnya dan 

mengoptimalkan treatment pada 

titik ungkit  penyelesaian 

masalah.  

 

Rekomendasi/Saran  

 

1) Intervensi Lingkungan dan 

Alam: 

a) Mendorong regulasi ketat 

terhadap kapal trawl dan 

pengelolaan limbah 

industri. 

b) Menggalakkan program 

restorasi ekosistem laut 

untuk meningkatkan 

produktivitas sumber daya 

laut. 

2) Reformasi Kebijakan: 

a) Menyusun kebijakan 

pengentasan kemiskinan 

dengan melibatkan 

berbagai pihak, termasuk 

nelayan dan pakar 

kebijakan. 

b) Meningkatkan transparansi 

dalam formulasi, 

implementasi, dan evaluasi 

kebijakan untuk 

meminimalkan risiko 

ketidaksetaraan. 

3) Pemberdayaan Individu 

Nelayan: 

a) Menyelenggarakan 

pelatihan dan pendidikan 

untuk meningkatkan 

keterampilan manajemen 

keuangan nelayan. 

b) Mendorong perubahan 

nilai budaya dengan 

program pendidikan dan 

kampanye sosial. 

c) Menyediakan insentif bagi 

nelayan yang berusaha 

keluar dari kemiskinan 

melalui diversifikasi 

ekonomi. 

4) Pendidikan Sebagai Pemecah 

Masalah: 

a) Mendorong peningkatan 

akses dan kualitas 

pendidikan di wilayah 

pesisir. 

b) Mengembangkan program 

pendidikan khusus untuk 

nelayan yang berfokus 

pada keberlanjutan sumber 

daya dan keterampilan 

manajemen keuangan. 

5) Pendekatan Komprehensif: 

a) Mendorong keterlibatan 

lintas sektor dalam 

mendukung program 

pengentasan kemiskinan. 
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b) Memastikan bahwa solusi 

diterapkan secara holistik, 

mengatasi semua variabel 

utama dan sub-variabel 

yang ditemukan. 
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